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Abstract
Throughout human history, there's always a group of people so
concerned about the sustainable use ofnatural resources, and the
group has been practicing natural resource conservation system
properly. The practices is usually based on some simple rules but
is able to ensure the use of natural resources in the long term.
These rules are obtained through a process of trial and error, by
continuing the practices that are considered to maintain natural
resources, and leave the practices that are considered damaging to
the environment fGadgil and Barker, 1991,:136).
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Pengantar
Wacana masyarakat adat saat ini memendar di tengah-tengah menguatnya
pembangunan masyarakat modern dan global. Pengalaman negara yang dibangun
atas multi ethnis seperti India, Rusia dan Yugoslavia, bahkan Amerika Serikat nam-
paknya sangat menarik untuk dicermat kembali bagi negara bangsa di Asia Tenggara
khususnya Indonesia. Eksistensi masyarakat adat saat ini mengalami paradoks dan
marginalisasi pembangunan yang digiatkan oleh negara berkembang di kawasan
Asia Tenggara.
Model pembangunan yang umum digunakan sebagai acuan di negara-negara
berkembang dalam n'lelaksanakan pembangunan, seperti juga yang berlaku di nega-
ra-negara Asia Tenggara, adalah model yang evolusionistik atau berkembang secara
bertahap dan linear, ekuilibrium, dan makro, seperti yang terdapat pada model per-
tumbuhan ekonominya Rostow {1960,1-962J. Cirinya yang makro terfokus pada per-
tumbuhan ekonomi, pertumbuhan materi dan tingkat kemampuan konsumsi, telah
menyebabkan model ini di dalam pelaksanaannya dapat mengabaikan variasi-variasi
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lokal yang ada dalam sebuah masyarakat -negara. Konflik antara negara atau peme-
rintah melalui lembaga-lembaga yang kegiatannya langsung atau tidak langusung be-
rurusan dengan masyarakat adat yang terkena program pembangunan.
Proyek-proyek pembangunan yang diterapkan pada komunitas ethnis oleh
pemerintah di masing-masing negara di Kawasan Asia Tenggara terasa sebagai be-
ban yang merugikan. Secara keseluruhan mereka merasakannya sebagai berada da-
iam proses pemiskinan ekonomi dan sosial budaya, dan kehidupan mereka dalam
proses disintegrasi.
Fenomena tersebut nampaknya tidak jauh berbeda dengan kondisi Indonesia.
Kebijakan dasar dan model pembangunan selama rezim Orde Baru berorentasi pada
pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Kebijakan dan model pembengunan, ini
bersumber pada idiologi dan paradigma modernisasi, yang menganggap "tradisi dan
kearifan lokal yang melingkupi kehidupan masyarakat adat" adalah suatu masalah
dan menghambat pembangunan, sehingga memaksakan faham modernisasi sebagai
suatu keseragaman {uniformifasJ sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya yang
melahirkan monokulturasi dihampir semua aspek dan bidang kehidupan masyara-
kat.
6una mendukung kebijakan dan pembangllnarl s€mraCzrn itu diciptakan ba-
nyak sekali perangkat hukurn dan perundang-undangan yang sangat sentralistik
otoriter dan represif. F{ukum nasional diherlakukan secara seragam dengan menga-
baikan disparitas regional dan lokal, yang pada gilirannya men'ratikan otonomi pra-
nata dan kelembagaan masyarakat adat fSyafa'a! L996). Keberadaan hukum nasion-
al ini pada gilirannya akan meminggirkan bahkan menghilangkan akses masyarakat
adat atas sumberdaya alam lokalnya. Kepemilikan dan penguasaan atas sumberdaya
alam, baik berupa tanah, hutan, pesisir dan lautan serta pertambangan tidak lagi di-
akui bertumpu pada ligitimasi hukunn adat yang merupakan hukum ral<ya! melain-
kan harus disumberkan keabsahannya pada hukum nasional. fWignjosoebroto,
2002).
Kondisi ini ternyata membangkitkan konflik cian resistensi masyarakat adat
-khususnya yang berada di daerah yang kaya sumber daya aiamnya-. Munculnyagerakan separatis dan kasus-kasus kerusuhan di berbagai wilayah Indonesia dan
diikuti iuntutan untuk "Merdeka" lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,
seperti : Aceh, Riau, Maluku, Papua dan Timor Timur fsebelum lepas dari Indonesia],
menunjukkan bangkitnya cultural counter movement masyarakat yang merupakan
gejala persistensi atas penyingkiran pranata dan kelembagaan lokal komunitas etnis
serta pencapiokan basis sumberdaya alam mereka. Gejala ini bila tidak diselesaikan
akan berdampak pada eksistensi integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Da-
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lam konteks inilah perlu pencermatan kembali secara kritis eksistensi masyarakat
:dat dalam negara bangsa, baik dari sisi terminologi penamaan, akar permasalahan
yang acapkali dihadapi dan tuntutan-tuntutan mereka. Kajian ernpiris pergulatan
masyarakat adat menghadapi sistem hukum yang sentralistik, otoriter dan represif di
era rezim Orba sangat penting, agar iiapat mengambil hikmah dan tidak mengulang
i:esalahan yang sama di masa mendatang, khususnya dalam konteks pengembangan
tata hukum daerah berbasis pada kearifan lokal [Syafa,at, 7999; wignjosoebroto,
1994).
Permasalahan
Berdasarkan Iatarbelakang permasalahan tersebut di atas, terdapat permasa-
lahan yang sangat mendasar untuk dilakukan pengkajian, yaitu: [a) Bagaimana poli-tik hukum pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam serta pengaruhnya
terhadap hak-hak masyarakat adat?; [bJ Bagaimana hukum nasional yang responsif
dan akomodatif terhadap akses masyarakat adat atas sumberdaya alam harus diru-
rnuskan?
Pembahasan
7' Pengertian dan Ruang Lingkup Fctitik Hukum Dalam perspektif Gerakan
Studi Hukum Kritis
Setiap masyarakat yang teratur, dapat menentukan pola-pola hubungan yang
bersifat tetap antara para anggotanya dalam masyarakat untuk mencapai tujuan
yang hendak dicapai. Politik adalah bidang dalam masyarakat yang berhubungan
dengan tujuan masyarakat tersebut. Struktur politik menaruh perhatian pada pen-
gorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara kolel<tif
menonjol [Parson dalam Rahardjo, 2000:351-352). Politik juga merupakan aktivitas
memilih suatu tujuan sosial tertentu. Dalam hukum pun kita juga akan berhadapan
dengan persoalan serupa, yaitu dengan keharusan untuk menentukanpilihan men-
genai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut.
Kesemua hal ini termasuk ke daram bidang studi poritik hukum.
secara substansial, menurut Rahardjo {2oaz), politik hukum diarahkan pada
hukum yang seharusnya berlaku (iure Constituendo).Beberapa peltanyaan mendasar
,vang dipersoalkan dalarn studi politik hukum adalah : (aJ Tujuan yang hendak dica-
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pai dengan system hukum yang ada, [b) Cara-cara apakah dan yang manakah yang
paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut. Termasuk di dalamnya me-
nyangkut persoalan pemilihan antara hukum tertulis atau tidak tertulis, antara sen-
tralisasi dan desentralisasi., [c) Kapankah waktunya hukum itu perlu diubah dan me-
lalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan? dan [dJ Dapatkah di-
rumuskan suatu pola yang mapan yang bisa memutuskan proses pemilihan tujuan
serta cara-cara untuk mencapai tujuan? Termasuk di dalamnya proses untuk mem-
perbaharui hukum secara.efisien : dengan perubahan total? atau dengan perubahan
bagian demi bagian?
Dalam skala yang lebih besar, tujuan yang dikonsepsikan oleh masyarakat
dalam bernegara yang kemudian terumuskan dalam hukum nasional, lebih banyak
dipengaruhi oleh pemikiran kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat
tersebut, seperti bankir, konglomerat, direktur, insinyur, politisi dan birokrat.
Sedangkan kelompok etnis minoritas, masyarakat adat, kaum miskin kota, buruh
tani, industri dan perikanan serta perkebunan, kaum miskin kota, anak-anak, serta
perempuan kebutuhan hukumnya tidak pernah terakomodasi. Dengan demikian
secara substansial, hukum positif telah menciptakan jurang pemisah antara
keiompok-kelornpok atrategis yang memiliki banliak akses dalam proses
pengarnbilan keputusan dan rnenentukait tujr:an masyarakat sedangkan di sisi lain
terdapat kelompok-kelompok yang sama sekaii tidak memiliki akses dan pengaruh
dalam menentukan dan merumuskan kebutuhannya sendiri lebih-lebih kepentingan
publik.
Dalam konteks inilah diperlukan pemikiran alternatif guna mewujudkan kon-
sepsi hukum yang tebih responsive dan akomodatif terhadap kebutuhan hukum ma-
syarakat yang termarginal. Lahirlah kemudian sebuah gerakan pemikiran yang ber-
basis pada perubahan paradigmatig maupun substansi hukum di negara-negara ber-
kembang, yaitu gerakan studi hukum kritis. Gerakan studi hukum dibangun atas da-
sar hubungan antar manusia yang lebih egaliter, menghargai dan merawat alam dan
sesama manusia, bukannya menguasainya. Wacana pembangunan yang selama ini
didorninasi oleh aktor-ai<tor seperti trankir, direi<tur, insinyur, politisi dan birokrat
sudah saatnya ditrasformasikan pada keiompok sasaran yang selama ini menjadi ob-
yek material, seperti kelompok etnis minoritas, orang kulit hitam, kaum miskin kota,
buruh tani, industri dan perikanan serta perkebunan, anak-anah serta perempuan
korban kekerasan baik domestik maupun publik. [f oke Schrijvers, 2000).
Gerakan studi hukurn kritis ini dibangun atas dasar nilai-nilai kasih sayang,
kemajemukan, saling bertanggangjawab, menghormati satu sama lain, perbedaan
pendekatan dan ruang gerak dari bawah ke atas. Dalam pemikiran ini, pembentakan
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hukum dan kebijakan merupakan proses terus menerus tanpa titik akhir, tidak tertu-iitp dan dipaksakan. Pembangunan hukum lebiir responsif dan akomodatif terhadap
perubahan-perubahan di masyarakat, proses pembuatannya lebih partisipatif dan
n:emiliki akuntabilitas publik.
Filsafat sosial dan keagarnaan pasca modern semakin bertambah
pengaruhnya pada gerakan studi hi.lkum kritis belakangan ini, yang menghasilkan
dekontruksi konsep Barat tentang paradigma hukum sebagai alat rekayasa sosial.
Kecenderungan pasca modern ini memiliki segi yang sangat positif. Ia menyumbang
pada degradasi pola pemikiran dualistis dan menentang paradigma-paradigma un-
iversalitas, totaliter, etnosentris dan antroposentri. Gerakan studi hukum kritis
membuka ruang bagi kemaiemukan tak terbatas pengalaman, perspektif dan wacana.
Gerakan studi hukum kritis memadukan proses berpikir dan bertindak, antara teori
dan tindakan.
Gerakan studi hukum kritis acap kali mendekontruksikan gagasan-gagasan
hukum dan kebijakan masa lalu dan masa kini, merekontruksi hukum dan kebijakan
sekarang dengan pendekatan yang lebih trasformatif dengan didasarkan pada
keikutsertaan memikul tanggungjawab sosial guna mewujudkan masa depan yang
iebih baik' Dengan demikian gerakan studi hukum kritis juga mengarahkan sasaran-
nya untuk mencermati secara kl'itis kebijakan dan produk hukum tertentu dari pe-
merintah yang menyangkut kepentingan umum (public policy).
2" Terminologi, Eksistensi dan Akses Masyarakat Adat Dalam pengelolaan
SumberdayaAlam
Secara terminologis, peristilahan atau sebutan yang dilabelkan pada masyara-
kat adat masih berkonotasi negatif. Misalnya istilah-istilah yang banyak kita jumpai
riaiam iiteratur-literatur dan kebijakan pemerintah menyebut dengan suku-suku
bangsa terasing [Departemen sosial, 1989:1J, masyarakat yang diupayakan berkem_bang [Koentjaraningrat, 1990:10), kelompok penduduk rentan [Kusumaatmad_ja,1993), masyarakat terasing, masyarakat primitid, masyarakat tradisional, masya_
rakat terbelakang peladang berpindah, perambah hutan, penduduk asli, suku asri
{tribals), orang asli {aboriginesJ, kaum minoritas (minorities), orang gunung [hrg-hlanders), orang hutan {forest people).
Terminologi istilah, julukan atau pelabelan ini dirasakan oleh masyarakat adat
sangat melecehkan, menyakitkan bahkan memarginalkan eksistensi mereka. Masya-
rakat adat di Indonesia memiiiki akar keseiarahan yang berbeda dengan masyarakat
lain, khususnya dalam menghadapi hegemoni dan represitas negara. Terminologi is-
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tilah "masyarakat adat" ini telah disepakati penggunaannya dalam Konggres Masya-
rakat Adat Nusantara [Catatan Hasil Konggres Masyarakat Adat Nusantara, fakarta,
15 - 22 Maret 1999J.
Masyarakat adat dimaksudkan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki
asal-usul leluhur [secara, turun-temurunJ di wilayah geografis tertentu serta
memiliki sistem nilai, idiologi, politik, ekonomi, budaya, sosial, dan wilayah sendiri.
Pengertian ini sesuai dengan Konvensi International Labour Organization ILOJ No-
mor 169 Tahun 1969 Pasal X 0.b) yang isinya sebagai berikut, "Tribal Peoples adalah
n"lereka yang berdiarn di negara-negara merci-eka di mana kondisi-kondisi sosial, bu-
daya dan ekonominya membedakan mereka dari masyarakat lainnya di negara ter-
sebut.
Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui secara konstitusional,
sebagaimana teruang dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUDI 1945 yang ber-
bunyi, "Pembagian deerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk su-
sunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang
dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak
asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".
P*n.!elasan pasai :.8'.Jti1] 1945 inenyebutkan, bahwa:
i'Dalarr tecri negara indcnesia t*rdapat +25Li zelfbes,turenCe landschappen
dan olksgerr'reensdiappen seperti desa di jawa dan Bali, l.iagari di Minangka-
bau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu
mempunyai susunan asli, dan oleh karena dapat dianggap sebagai daerah
yang bersifat istimewa. Negara Indonesia bersifat menghormati kedudukan
daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai
daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut".
Selanjutnya, pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat secara de jure
juga diakui dan disahkan dalam UUD 1945 pasal 28 i ayat [3] yang menyebutkan,
bahwa , "ldentitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan dan peradaban". Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat ti-
dak hanya berhenti pada konstitusi, tetapi lebih dari itu juga dioperasionalkan dalam
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal
yang berbunyi :
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[1J Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhandalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi olehhukum masyarakat dan pemerintah.
[2J Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayatdilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.
Akses masyarakat adat atas pengelolaan sumberdaya alam diakui dan dijaminkeabsahannya daram beberapa undang-undang seperti : [1J uu No. 5 Tahun 1994tentang pengesahan Konvensi pBB tentang Keanekaragaman Hayati yang memuatprinsip free and prior informed-consent, [2) uu Nomor 22 Tahunlggg tentang pe_merintahan Daerah mengatur prinsip desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam,dan (3J uu No. 3e rahun leee tentang Hakesasi Manus'i;;;;;;;;"rdorongkearah pencapaian tuiuan pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan, demo-kratis dan berkelanjutan.
Namun demikian akses masyarakat adat atas sumberdaya alam, di luar ketigaperundang-undangan yang disebutkan terakhir di atas, khususnya dalam perundang-undangar yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam yang ternyata masihbelum secara utuh dan proporsional merespon dan mengakomodasi keberadaannya.
3' Politik Hukum dan Hak-hak Masyarakat Adat Terhadap Akses pengelolaanLingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam
Guna memahami poritik hukum pengeroraan lingkungan hidup dansumberdaya aram, perru dilakukan kajian kritis terhadap paradigma pengeloraaniingkungan dan sumberdaya alam yang termuat dalam Konstitusi sebagai acuannormatif tertinggi, sebagaimana diatur dalam TAp MpR No. III/Mp R/zo(otentangSumber Tertib Hukum dan Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.
Paradigma pengeroraan ringkungan hidup sumberdaya aram tercantumdalam uuD 1945 Pasal 33 ayat (3J yang berbunyi, "Bumi, air dan kekayaan alam yangterkandung di daramnya dikuasai oreh negara (cetak miring dari penurisJ dandipergunakan untuk sebesar_besarnya kernakmuran raforat,,.
Hak menguasai negara pada dasarnya merupakan cerminan dariimpleme'tasi nilai, norma, dan konfigurasi hukum negara yang mengaturpenguasaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumberdaya aram, ataumerupakan ekspresi dari idiologi yang memberi otoritas dan ligitimasi kepadanegara untuk menguasai dan memanfaatkan Iingkungan hidup dan sumberdaya aramdalam wilayah kedaulatannya fBarber, 1989 :14-Lsdan peluso 
, rggz-11).
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l'ia-mun dernikian, selanta kurun -waktu iebih elari tiga dasa warsa terakhir ini
telal"l teriadi rnanipuiasi interDrestast *ieh pemerintah sebagai penyelengeara
;rrK.Licis?ii-E negara te::hadap konsepsi. "hak n-lenguasai nega::a", 
_yaltu I pertamc,
pen'rerint-ah telai: mernberikan inteprestasi sempit dan tr-inggai atas terrninology
negara. !-str"tte). Negara selneta-mata diinterprestasikan sebegai pemerintah saja, bu-
kan pernerintah fgrrrverrrtnent] dan rakyat {peoote) sebagaimana dirnaksud daiarir
terminology Ylegara elalam UUD 1945. Pengertian negara rnempunyai 4 komponen
pokok vairu:wilal.zah {territ"ory}, ra}qyat {people), pernerintah igovernmenr) serta ke-
uleitia:tan {.:;oi:,,,ereignii.j.',i. Ii;,r;y,:: ir:i, h,.rbungan artar,e ;;en.ls,rinia\ d.an re.J<.tat tlalairi
il:Eieics pgnyci'lngF;.t'i:.'ift i'i[]g'rt-ii ;:,.-'ra,::e ;',1,.,:.a p*;i:.:i l.tan!:: \?t]yt?,;, buhan dalarfi h:_i-
bungan 1'ang bersifat s.iper-su'oo;rdinasi :-,iau hubungan yang bercorak Atasan (supe-
r i ar' 1 dart Bawahan {.inferi or }.
Keciu*,lrrrpii[,:asi da.ri iaanipit"lasi interprrstasi negara seperti ini adalah dicip-
rakannya relasi Jrang berctlak super-sub6rdinasi antara pemerintah dengart rakyat,
rlimana ra"*Sat drposisikan sebagai srr'hoidinasi yang bersifat bawahan {inferior} se-
iai.igkan pemerintah berada pada posisi superordinasi ;vang memiiiki peran sebag;ri
al".-rsax isuperiar).
i{g!t:-it,. i)+::'Jil-;.:,.,i..'i-i.]',4.,,. )}-f ijf,: i rlrl::'rLll{:l:-, :,t:r-i.::i-trjl.}.:,:i.:.-.;i:i 6-:.,i.11...
!-',::triti:i'lr:i:Ai:'r.'tit':7,ar y';rii,,,et s*p::;:i riiri:.':!..si:i teii;cr'ari;Il i.i::r; iriihal: lriiiacigirr.a
isrg,rs !;ts.s::,! ,-i::vt;opnet':i iLui-,p;ii:;.;ern'oartg:-irjai= L,aj.rjasls pac,:;ras_v3.ra-ir:t r.ci_,ij_".
(:;,:nity liased develofrmetrii. iinttlli u:eiiri.'i:ku,rrg dan rilerrga-E1ani<an paraiiigina pernr
:ar,sitn:lr: te;'seb,-ii, pemet'lirtah :ileiiciprtakan instrumeni hukurn yang bermalina hu-
.':i-i*r pe:nr:r:i::tah fottver;trtent icw; atau ie'bih dii<enat ctengan hukum birokrasi [lu-
i'e*t:;:, ati c I a t r.'!.
trnstiumen hirkum i.ersebut antara iain: [1] UU Nc. 5 ']'ahun 19ti0 tentang Pe-
i'afurrin Dasar Fol<ck-i:okot{ Agraria, {2) Uli iio. Ll 'Iahur: 1967 tentang Pertamban-
r-,;,rir [-3'i {-iti:ie ? T;iri:jn 19t5 i:rri-arg- Fer:l:,iian, i+1 ,i_ru Si*. ?'iahuit ?0C4ie::lala;
l:lu:;r:ilei,ia.r,r.l,it', irl ii '.1 i'r:,:r, {,. l'a;rut: i??i: :*ttt.i. .ig ilei"l:lt,;:;it. ii:'cr-r-irnr:r huktitn ir.ij*bih dikerrai ctenga"n prerirkan huxtrrn nasionai i.naticna! iaw;l yangsecara sistematis
iriertg.ekpr'*siiian kekuasaan pelnerintatr kemudiair !neirp.aL.l:lia:i Can menggusur }re-
riel'arjaar system iai:-i lrang iridup itaiam rnasyar:.llat_ seperl irukuln adac dalam ho-
rluniias r,-iasrlaragar atiai. Kerena iiui nl*del hukun.; 
';.ang iiil<ernLrangkan lebih berco-
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sisi diaki-ri keberadaannya, tetapi dj sisi yalg larn dibatasi secara mutlak dan bahkan
secara eksplisit diabaikan keberadaannya, i2) riicantumkan stigma-stigma krirnino-iogis untuk menggusur keberadaan masyarakat aias sumberdaya alam, dengan pre-dikat perambah hutan, penjarah Lrasil, hutan, p,-.ladang Iiar, pertambangan tanpa ijin,perumput liar, perusak hutan dan iain-larin, [3) mengedepankan penampilan aparat_
aparat hukurn (legal apparatus) dengan rrendekatan sekuriti (security approach).
Implikasi dan model hukum yang bercorak represif tersebut menyebabkanterjadinya proses viktimisasi dan dehumanisasi masyarakat adat, munculnyakelompok-kelompok masl'arakat yang tergusur, terabaikan atau termarginalisasikan
sebagai korban kebijakan pembangun an (victim of development) dan disisi lainteriacii kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yrng a,,i.bulkan olehkeglatan pembangunan yang tidak terkendaii dalam mengeksploitasi sumberdaya
aiam untuk mengejar pertumbuhan pembangunan ekonomi.
Kebijakan dan sikap pemerintah daram pembangunan menjadi sumberpenyebab kerusakan dan pencemaran sumberdaya alam tetapi juga secara sistematis
menghancurkan kebudayaan masyarakat adat yang kehidupannya sangat tergantung
dengan sumberdaya tersebut.
secara ringkas, dapat dikatakan bahwa kebijakan pembangunan yang semata_
mata rnengejar dan diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi dengan mengguna_kan paradigma pembangunan yang berbasis pemerintah melaiui cukungan instru-
*rent hukum yang bercorak represil pada akhirnya akan rnenimbulkan ongkos pem-bangunan (cost af deveropment) yang sangat mahar, tidak hanya ongkos ekorogi [eco_!r:gical cosfJ berupa kerusakan sumberdaya aiam dan pencemanan lingklungan hidupdan ongkos ekonomi {economical cost) berupa hilangnya sumber-sumber masyara-
xar adat, tetapi juga ongkos sosial budaya (social and cultural cost)berupa kerusakan
ratanan sosial dan kebudayaan masyarakat adat.
Dalam konteks pengeroraan ringkungan hidup dan sumberdaya alam, peme_
rintah cenderung memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai wujudhukum negara dan satu-satunya hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hi_dup dan sumberdaya alam. Dengan demikian pengaturan dalam bentuk hukum adat
atabiaikan dalam proses pembentukan peraturan perundangan secara subtansi mau-pun implementasi' Jika dalam uu diatur mengenai hak-hak masyarakat adat ataspengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam selalu clisertai tambahan kali-mat "sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasiona!,, atau ,,sepanjang
rnasih ada dan diakui" dan seterusnya. Dengan cara iniiah pemerintah menjalankanpolitik hukum pengabaian atas kernajemukan hiikurn vang secara nyata hidup dan
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berlaku di masyarakat" Hal ini mengabaikan fakta yang ada dalam realitas masyara-
kat adat, seperti yang diungkap oleh Griffiths [1986J, "Legal pluralis is the fact. Legal
pluralism is amyth, an ideal, acclaim, an illusion, Iegal pluralism is the name of social
state of affairs and it is characteristic which can be prediceted of social group".
Pengaturan subtansi norma seperti dimaksud di atas, memperlihatkan sifat
arnbiguitas {ambiguity) dari pemerintah, di satu sisi mengakui di sisi yang lain mem-
batasi dan bahkan dalam beberapa peraturan diartikan sebagai "pembekuan" hak-
hak masyarakat adat. Ini merupakan cerminan dari karakter hukum negara yang sen-
tralistik sehingga cenderung mendominasi keberadaan system-sistem normative
yang hidup dalam masyarakat.
4. Perabahan Politik Hukum yang lebih akomodatif terhadap Akses Masyara-
kat Adat Atas Pengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya Alam
Membangun tata hukum nasional dan daerah yang berbasis pada kearifan
lokal dan hukum adat merupakan langkah strategis bagi terwujudnya otonomi dae-
rah yang mendasarkan pada prinsip pemerataan keadilan, kemudahan, kepastian,
kesederhanaan, desentrahsasi dan lacai accountahiliy- di masa tnendatang perlu
,,.rriiiiaoat perhaiian lebih besar rian serius. Bila tidak berarti terjadi ironisme dan
ii:konsislensi dalam pelaksanaan oionomi daerah yang secara prinsip telah mengga-
riskan adanya desentralisasi dan kewenangan daerah untuk melakukan pengaturan
dan pengkondisian sendiri yang bersifat khusus bagi daerahnya. Pengaturan dan
pengkondisian yang bersifat khusus daerah itu misalnya, pembentukan dan pelaksa-
naan Peraturan Daerah fPerdal dan menghidupkan kembali hukum adat, termasuk
hak ulayat yang selama ini tenggelam dan tidak mendapat pengakuan secara propor-
sional dalam sistem hukum nasional. Padahal dari sisi keadilan, kemanusiaan, dan
harga diri masyarakat, posisi hukum adat setempat jauh lebih menjamin keadilan
dan dirasakan punya kekuatan nilai berlaku dibandingkan hukum nasional yang cen-
derung kurang berpihak pada hak-hak masyarakat adat [Fathullah, 2000J.
Dengan otonomisasi daerah, berarti yang menyangkut aturan-aturan nilai,
persoalan-persoalan hukum masyarakat dan tata pemerintahan daerah sekaligus pi-
hak yang terlibat membantu dan menangani persoalan lokal kedaerahan didasarkan
pada rnekanisme yang ada di daerah otonom itu, kecuaii yang menyangkut kepentin-
gan regional antar daerah atau bersifat nasional, atau yang termasuk dalam bidang
hukum publik.
Berlakunya hukum adat atau aturan hukum daerah dalam bentuk perda-
perda, memaknai kemerdekaan dan kebebasan tersendiri bagi individu dan
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masyarakat di daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan demokrasi yang telah
iama diinginkan. Pengakuan dan pen'lberlakuan hukum adat dan aturan-aturan dae-
rah sebagai bagian dalam sistem hukun"r nasional akan dapat mencairkan persoalan
hukum dan penegakan hukum yang krusial dan paling tidak memberi suatu
kecerahan baru bagi tegaknya negara hukum dan supremasi hukum [Fathullah,
zUUU ).
Penutup
Politik hukum otonomi daerah selama ini juga masih bercorak sentralisitik
dan tidak sensitif pada kearifan lokal. Penggunaan idiologi sentralisme hukum seper-ti ini secara empirik menimbulkan implikasi politik pengabaian terhadap kemajemu-
kan hukum, implikasi sosial dan budaya berupa dehumanisasi dan stigmatisasi nega-tif terhadap masyarakat adat, Iebih dari itu menimbulkan implikasi ekologi dalam
bentuk kerusakan-kerusakan sumber-sumber kehidupan masyarakat adat.
Perlu disadari pula, bahwa mewujudkan semangat otonomi daerah yang ber_
basis pada optimalisasi peran serta masyarakat, kearifan lokal dan hukum adat tentu
iidak mudah' Hal ini merupakan tantangan sekaligus bisa berbalik menjadi ancaman,
iixa salah memaknai kebebasan memberlakukan kembali hukum adat dan pemben-
tukan perda' Dikatakan sebagai ancaman, jika pemberlakuan hukum adat dan pem-
bentukan perda hanya semata-mata didasarkan pada kepentingan sesaat kedaerahan
dan tendensius memunculkan primodialisme dan chauvinisme suku, agama, ras dangolongan, maka yang terjadi adalah bukan pembentukan dan pemberlakuan hukum
yang demokratis, melainkan berlaku hukum anarkhis masyarakat dan diktatorisme
daerah.
oleh karena itu, sebagai mana dikatakan Nurjaya (2004), daram rangka
mewujudkan pemerintahan yang mampu membentuk hukum yang bai( yang
menghargai dan mengakui serta mengakomodasi akses, kepentingan dan hak-hak
dan kearifan masyarakat adat, maka harus dianut idiologi pluralisme hukurn (legalpluralism) dalam pembangunan politik hukum otonomi daerah, dengan memberikan
ruang bagi prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi,
penghargaan dan pengakuan atas kearifan lokal sebagaimana tercermoin dalam
sistem pengetahuan, kelembagaan dan tradisi-tradisi yang secara nyata hidup danberkembang dalam komunitas-komunitas masyarakat adat dalam pengelolaan
lingkungan hidup dan sumberdaya alam.
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